B{U?ATI BULELENG
 PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022
- TENTANG

TATA CARA PEMUN GUTAN" PAJAK SARANG BURUNG WALET

Menimbang : a.

Mengingat

- DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' BUPATI BULELENG,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal
12 ayat (1) dan:aygi; (2), Pasal 14 ayat (4),'dan Pasal 27 ayat (3)
Peraturan Daera.tf Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang

| Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

bahwa Peraturan Bupa:tx Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet scbagalmana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017
tentang, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung
Walet sudah tldak sesuai dengan perkembangan saat ini
sehingga peﬂudﬂakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a.,;i dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung
Walet; ' ‘

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Taliun 1945;

. Undang—Undéif;g  Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1



1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655); '
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indones1a Nomor 5049); _

. Undang—Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebaga:lmana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Téhun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nonibl;;' 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik?lndonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahani._'Daer_ah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoniesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa ka.h tarakhn dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repuﬁlil; Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negéra Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, 'I‘ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5050); -

. Peraturan Me:m:en Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita N egara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah-déngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2018 Nomor 157); '\E



Menetapkan :

8.

B i
AL
i

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak
Sarang Buru.n.g Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BtﬁtpATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET.

= BAB I
' KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ~bupat1 ini yang dimaksud dengan :

1.
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng

2
3.
4. Badan Pengeldlaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang

Daerah ada]ah Kabupaten Buleleng.
Bupati adalah Bupatl Buleleng.

selanjutnya dlsmgkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pcndapatan Daerah Kabupaten Buleleng.
Burung Walet adalah Satwa yang termasuk marga
collocalia, yaxtu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina,
collocalia esculcmta, dan collocalia linchi.

Sarang Bumng Walet adalah bangunan atau komplek
bangunan yang permanen dengan sarana yang
dipergunaka:n'f untuk kegiatan penampungan Sarang
Burung Walet.

Pajak Daerah adalah kontr1bus1 wajib kepada Daerah yang
terutang o]:e'h orang pribadi atau Badan yang Dbersifat
memaksa b@;‘dasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkaﬁ _' Lmbalan secara langsung dan digunakan
untuk keﬁerlﬁan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat

Badan adalah ‘sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang melipliti
perseroan terbatas, ‘perseroan komanditer, -perseroan
lainnya, Ba.dan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

;



Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan,? pgrkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi soswl politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan Bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak ada]'ah orang pribadi atau Badan meliputi
pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,
yang mempimyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
perpajakan Da.erah

10.Pajak Sarang Bumng Walet yang selanjutnya disebut Pajak

11.

12.

13.

14

15.

adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

Usaha Sarang Burung Walet adalah setiap usaha yang
dilakukan oleépengusaha (badan hukum/perorangan) yang
bergerak dalam kegiatan pengelolaan Sarang Burung Walet
di habitat alami.

Nomor Pokok Wajib Pagjak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan pada Wajib
Pajak untuk sérana dalam administrasi perpajakan sebagai
tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam
memenuhi hak dan kewajibannya.

Surat Pembmtahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
Daerah. ' | |

.Surat Setoran . Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dJlakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan de_ngan cara lain ke kas Daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupat.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya dlsmgkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang ,quenentukan besarnya jumlah pokok Pajak,

;



jumlah kredlt Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak
yang masih héi‘us dibayar.

16. Surat Ketetapép Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat
ketetapari Pa;)ak yang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat Kctetapein Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya dzsmgkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak
yang menenmkan jumlah kelebihan pembayaran Pajak
karena Jumlah k:recht Pajak lebih besar dari pada Pajak yang
terutang atau ééharusnya tidak terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan Jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit Pajak.

19.Surat Tagihan "/Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sa:nks1 administratif berupa bunga dan/atau
denda. B

20.Hari adalah hari kerja.

, BAB II
_ RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu:
"a. tata cara pendaftaran dan pendataan;

b. bentuk, isi,’ tata cara pengisian, penerbitan, dan
penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN;

c. tata cara  pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;

d. pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan
yang tidak benar dan pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif; dan

e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.



BAB III
TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 3

(1) Pendataan objek dan subjek Pajak dilakukan dengan
memberikan formulir pendataan kepada orang atau Badan
yang menyelea@gggrakan Sarang Burung Walet.

(2) Formulir pendatsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima dan. d:us1 dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatanganﬁi' oleh orang atau Badan  yang
menyelenggai*ékan sarang burung walet atau kuasanya.

(3) Dalam hal formulir ditandatangani oleh kuasanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar melampirkan
surat kuasa yang bermaterai cukup.

(4) Berdasarkan . formuhr pendataan yang sudah diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), orang atau Badan yang
menyelengg‘arté;{an hiburan atau kuasanya selaku subjek
Pajak didaftar untuk menjadi Wajib Pajak.

(5) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran

o Pasal 4
(1) Setiap orang]Bada.n hukum yang menyelenggarakan usaha
Rumah Saraﬁg Burung Walet wajib mendaftar sebagai Wajib
Pajak ke BPKPD.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituyjukan
kepada Bupati melalui Kepala BPKPD.
(3) Pendaftaran sehagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri

dengan :



a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara
Indonesxa fotokopl paspor bagi Warga Negara Asing
untuk Wapb Pajak pribadi dan fotokopi identitas wakil
perusah_agn bagi Wajib Pajak Badan;

b. fotokopi akta pendirian usaha;

surat ijin usaha dan

d. surat kuaﬂa dan fotokopi identitas kuasa atau fotokopi
identitas pg:_ngelola, dalam hal orang pribadi atau Badan
tidak mengurus secara langsung pendaftaran Wajib
Pajak. B

(4) Dalam hal pengrman formulir pendaftaran dianggap sudah

benar dan 1eugkap, BPKPD menetapkan NPWPD atas nama

Bupati. K

(5) Kepala BPKPD berkewag1ban mencatat data Wajib Pajak ke

dalam Buku Regmter Pendaftaran.

(6) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sebagaimana 'tgéfcantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

o

. Pasal S5 :

(1) Dalam hal orarg pribadi atau Badan tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka
orang pribadi‘ atau Badan tersebut ditetapkan secara jabatan
menjadi Wajib Pajak.

(2) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan NPWPD.

(3) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan
NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi
persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(4) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan
SKPDKB beserta sanksi administratif sesuai ketentuan

Peraturan Perundang—undangan



5 Pasal 6
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BPKPD dapat
melakukan penghapusan NPWPD, sepanjang Wajib Pajak
tidak memiliki tunggakan Pajak.
(2) Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dﬂakukail dalam hal :
a. Wajib Pa_;a,‘k ‘menghentlkan seluruh usahanya yang
menjadi dasar pendapatan Wajib Pajak;
b. Wajib Pajak Badan dilikuidasi karena penghentian atau
penggabungan usaha; dan
c. berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan oleh
Kepala BPKPD menunjukkan Wajib Pajak secara
subjektif maupun objektif sudah tidak memenuhi
ketentuan Pﬁ:raturan Perundang-undangan sebagai Wajib
Pajak.

Lo Pasal 7
Dalam hal Wajib' Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
masih memiliki tunggakan Pajak, maka Wajib Pajak diharuskan
melunasi tunggaka;i Péljalﬂlya. |

. Pasal 8

(1) Permohonan penghapusan NPWPD diajukan secara tertulis
kepada Kepala BPKPD disertai alasan penghentian usaha,
dengan melamp:rkan data identitas Wajib Pajak, serta bukti
tidak mermhkl tunggakan

(2) Atas permohonan Wajib Pajak, BPKPD melakukan penelitian
adnﬁxﬁstrasi"dan /atau penelitian lapangan yang dituangkan
dalam Berita Acara Penelitian.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Wajib
Pajak telah menghentikan usahanya dan tidak memiliki
tunggakan Pajak, maka BPKPD menerbitkan Surat
Keputusan Pengh.apusan NPWPD yang ditandatangani oleh
Kepala BPKPD paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat

permohonan diterima.



' BAB IV
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, PENERBITAN DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR, SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

o Pasal 9
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya Pabak, Kepala BPKPD dapat menerbitkan :

a. SKPDKB, dalari hal :

1. berdasarkan '_hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

2. SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala BPKPD dalam
jangka Waktu yang sudah ditentukan dan setelah
ditegur - secara tertulis tidak disampaikan pada
waktunya f;sebagalmana ditentukan dalam Surat
Teguran;”da‘n

3. kewajiban. mengm SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang
terutang, chhltung secara jabatan.

b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan
penambahén -jumlah Pajak yang terutang; dan

c. SKPDN dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak
terutang atau tidak ada kredit Pajak. |

(2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan
angka 2 dJkenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlémbat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya Pajak

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
persen) dari Jumlah kekurangan Pajak tersebut.



{4) Kenaikan sebaga:mana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan 31ka ‘Wajib Pajak melapor sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah Pa_]ak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung
dari Pajak yé.ng‘ kurang atau terlambat dibayar.

(6) Jumlah Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 ditentukan secara jabatan berdasarkan
nilai Pajak terttnggl pada tahun berkenaan dan/atau tahun
sebelumnya dltambah sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5). ~

_ Pasal 10

(1) Kepala BPKPD défpat menerbitkan SPTPD, dalam hal :

a. Pajak da]am‘téhun berjalan tidak atau kurang bayar;

b. dari hasﬂ pene11t1an SPTPD terdapat kekurangah
pembayara{n sebaga1 akibat salah tulis dan/atau salah
hitung; dan J/atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

(2) Jumlah kekuranga_n Pajak yang terutang dalam SPTPD
sebagaimana :‘dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak yang
kurang ataﬁ"terlambat dibayar untuk paling lama 15 (lima
belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

o ~ Pasal 11

(1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD disampaikan kepada
Wajib Pajak dibuktikan dengan tanda terima.

(2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD dapat
dlsampmkan kepada Wajib Pajak melalui Unit Pelayanan
Teknis Daera.h

(3) Dalam hal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD
disampaikan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah kepada

5



Wajib Pajak, tinda terima wajib disampaikan Unit Pelayanan
Teknis Daerah kepada BPKPD untuk diregister/dicatat. '

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

. Pasal 12 |

(1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari k;etja setelah saat terutangnya Pajak.

(2) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur,
maka jatuh tempo pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja
setelah hari libur berkenaan.

(3) Pembayaran P&Jak dilakukan pada Kas Daerah/ Bendahara
Penerimaan, mclalul Bank yang ditunjuk atau tempat lam
yang dltllnjuk.

| Pasal 13

Apabila pembayafen Pajak dilakukan di Bendahara

Penerimaan, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas

Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam).

‘ Pasal 14

(1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau ditunda dalam hal
perusahaan x;ﬁmgalami kerugian atau dalam keadaan
memaksa (fome majeur).

(2) Angsuran da.n/ atau penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dﬂakukan dengan mengajukan permohonan
secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupat
melalui Kepa]a'B'PKPD dengan melampirkan:

a. fotokopi KTP atau identitas lainnya;
b. NPWPD; dam
c. laporan keuapgan perusahaan.

(3) Surat permol;onm_ sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diteliti untuku.,dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian
angsuran cian/ atau surat persetujuan penundaan
pembayaran oleh Kepala BPKPD.

(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala BPKPD dapat menyetujui atau menolak

permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran

T



Pajak dengan ditambahkan denda sebesar 2% (dua persen)
setiap bulannya. :

(5) Jangka waktu pembayaran angsuran maksimal 12 (dua
belas) bulan.

‘_ Pasal 15
(1) Wajib Pajak yéf:'ng‘telah membayar lunas Pajaknya diberikan
SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
(2) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBETULAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN YANG;TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan
atau penghapusan sanksi administratif.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
sebagaimana d:.maksud pada ayat (1), dalam hal sanksi
tersebut dlkenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(3) Permohonan séﬁagajmana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi peréyaratan sebagai berikut:

a.1 (satw) permohonan untuk SKPDKB, SKPDKBT, atau
STPD yang ﬂxmohonkan

b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia den’gén memberikan alasan yang mendukung
permohonannyé.;

c. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang terutang; dan

d. surat permbhbnan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan

Wajib Pajak surat permohonan tersebut harus dilampiri

"

dengan surat ‘k:uasa khusus.



(4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan.

o Pasal 17
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui Kepala BPKPD untuk mendapatkan pengurangan
" atau pembatalan ketetapan Pajak.
(2) Pengurangan atédi pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT
atau STPD,‘ SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

b. mengurangkanﬂatau membatalkan STPD;

c. membatalkan:' ‘hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak
yang dﬂaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan
tata cara yang d:ltentukan, dan
pertlmbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek Pajak.

(3) Permohonan seﬁagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk pengurangan atau pembatalan
yang dimohonkan;

b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

c. mencantumkén jumlah Pajak yang seharusnya terutang
menurut pf;ngh_.itungan Wajib Pajak disertai dengan alasan
yang mendukung permohonannya; dan

d. dalam h.af;j"suifat'_p,ermohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pagak surat permohonan harus dilampiri dengan
surat kuasa khuSus yang bermaterai cukup.

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.

S Pasal 18
(1) Permohonan‘ sébagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan
Pasal 17 hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) fahun Pajak.
(2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan
atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.



dalam jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal drtenmanya permohonan.

(3) Apabila dalam Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah: Iewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati
tidak memben suatu keputusan, permohonan yang digjukan
oleh Wajib Pagak- dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD
atas nama Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai
dengan permohbn“z&l yang diajukan.

(4) Contoh  Surat Keputusan pengurangan sebagaimana
tercantum dal.am Iamplran IV yang merupakan bagian tidak
terp1§ahkan dan I?eraturan Bupati ini.

P Pasal 19

(1) Atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak
sebagaimana dmaaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Kepala
BPKPD membentuk Tim Verifikasi atau menugaskan Tim
Pemeriksa yang -berkaitan dengan objek permohonan
pengurangan untuk melakukan penelitian yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.

(2) Dalam melakukan “penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Tim dapat meminta dokumen laporan Keuangan
atau catatan keuangan kepada Wajib Pajak dan/atau
meminta informasi /Kketerangan dari pihak yang diperlukan.

(3) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud pa.da ayat (1) Bupati atau Kepala BPKPD
memberikan Jawaban atas permohonan pengurangan berupa
persetujuan atau,.penolakan.

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :

a. Keputusan Bupati apabila nilai pengurangan Pajak yang
disetujui sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta
rupiah) atau lebih; dan |

b. Kepumsan Kepala BPKPD apabila nilai pengurangan
Pajak yang  disetujui  sebesar  kurang  dari
Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(5) Dalam hal permohonan pengurangan ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, maka Kepala
BPKPD menyampajkan surat Keputusan Penolakan kepada
Wajib Pajak. 0!



Pasal 20

(1) Keputusan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)
dapat berupa;a;meﬁgabulkan sebagian atau seluruhnya atau
menolak permohenan Wajib Pajak.

(2) Wajib Pajak dapat meminta secara tertulis kepada Bupati
melalui Kepala BPKPD mengenai alasan yang menjadi dasar
untuk menOlak atau mengabulkan sebagian permohonan
Wajib PaJak sebaga.lma.na dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala BPKPD atas nama Bupati memberikan keterangan
secara tertuhs_.gtas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada iéyat (2).

. BABVI
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui Kepala BPKPD untuk pengembalian kelebihan
pembayaran Pa;ak

(2) Kepala BPKPD atas nama Bupati harus memberi keputusan
atas permohonén sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka: waktu paling lama 12 {dua belas) bulan se_}ak
tanggal dltenmanya permohonan.

(3) Apabila dalam‘ jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah lewat dan Kepala BPKPD atas nama Bupati
tidak memberi keputusan, permohonan yang diajukan oleh
Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala BPKPD atas
nama Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan
permohonan yang diajukan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak' lainnya,

~ kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ‘la.ngsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu hutang Pajak dimaksud.

(5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membaya.r
Kelebihan Pajak (SPMKP). 'T



(6) Bentuk dan 1s1 SKPDLB sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupa‘u ini.

Pasal 22

Dalam hal kelebilian pembayaran Pajak diperhitungkan dengan
hutang Pajak 1a1nnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (4) dan ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan-'__ dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

4. BABVII

ZKETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan
Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
- Tahun 2017 Noﬁ_ﬁ:xor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah
- Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan
dinyatakan tidak herlaku.



Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap oraﬁg " dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daef,ah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Mai 2022
BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA
Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 31.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

2. Contoh formulir pendaftaran Wajib Pajak pribadi.

T
b '

FORMULIR PENDAFTARAN WAJI.B PAJAKDAERAH n

( PRIBADI)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BULELENG

l

. Jabs Npah Rai No. 2Smmﬁ ia Telp, (0362) 3437105 | ik | I
o Seepe T

— - - e
4t | i i ) P
JUNETR FUNVON SR RS DEpESPES S (e L

EKepada a Yt | e

L e

l
i
H
i

':BupatiBnleleng i : " -

iCq. Kepah BadanPenge.bhan Kermngan \dan
PendapmanDaemhKabupalenBubbng

e - T R el el el

mmmtm«mmmmﬁsm
1. Nama Pemilk * SR

2 KctcmnngcrrﬂikUsaln“ ol s

¢ " 'Warga Negam _

| Tala B '.

‘No. Tanda Bulti Diri*

‘No. Telp. bk s

' AhnntPenﬂikBadanUsaln : :

. RT/RW | | : R ‘ ; ;

Kebmaban ¢ : il : ,

Kecanmian | i i , f

{Kabupaten i : , ! : ‘

; KodePos | ti 1 : | i %
BT O e ————

B [ (@pabie jesis usata b da
|satu, harap diisi senwarya )

T p—

SARANGBURUNG WALET

Nmtamt T 101 3 A
A |
L RURW ¢ ; AT Y
" Ko T
¢ Kecamatan " ‘ ' ¥
T Ko 1 ]
No. fjin* I % N
No. Telp. Usala * B TR
NamPugtnt 1 S
{ Almat Pengelol * b - : 1 ; N
‘No. Telp. Pengelola * ‘ i { ; i




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

, NPWPD - RERECE :

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

Contoh Surat Setoran Pajak Da.er;ah

i PEMERINTAHAN KABUPATEN BULELENG SSPD
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN DAE

PENDAPATAN DAERAH (SUR?;YhszORAN TS s
bt S IR (o S i
. Npurah Rai ne. 2/ (0362) 3301977 singaraja
Nama : 2
Alamat : ‘
Jenis pemungutan : T
NPWPD O I T N 37 o O AL
Menyetor berdasarkan*) SKPD STPD D Lain-lain

SKPDT SPTPD

SKPDKB - SK Pembetulan

[::l SKPDKBT SK Keberatan
Masa pajak :..oooeienn.. 13515111 G RRARRE, T
No. Nomor Pokok Sanksi ad/ Jumiah
Rekening ; Pajak Denda Rp.
| Jumlah setoran pajak
Dengan huruf [ B
Ruang untuk teraan Diterima oleh, | .iociiiiiiiinn ,Tahun............
Kas Register/ Petugas Tempat Pembayaran
Tanda Tangan Tang@l , Penyetoran
Petugas Penerima Tanda tangan
Naina terang (e )

*) Beri tanda pada kotak [] sesuai dengan ketetapan yang dimiliki

MODEL. DPD - 12

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

Contoh Surat keputusan Pengur’én@n

2

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Ngurah Rai, No 2 Singaraja Tip 0362-3437105

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

NOMOR 970/ /BID.IV/SK PENGURANGAN SARANG BURUNG WALET/BPKPD/2021
PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAF
KABUPATEN BULELENG,

Menimbang 2 B avins s ssienbessiesemve sk BEE & e e v deine ans suEee se e vesassaseceleascccsssasnssssuesssssssanvennata &

¢. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah tentang Pengurangan Pajak Sarang Burung Waley;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak
Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan 2 ;
KESATU :  Menerima/menolak sebagian atas:
Surat Permohonan Nomor
Tanggal H
Atas Nama H
Alamat 5 o
NPWPD 2 :
KEDUA < Peunghitungan besamya Pajak yang terutaug sebagaimana dimaksud pada diktam
KESATU adalah seb. i berikut; )
Uraian 2 i Volume Ketetapan
Semula
Menjadi
KETIGA : Memenuhi pembayarat .......... Sesuai dengan surat ketetapan/kartu data terlampir;
KEEMPAT H Apabila di kemudian hari rernyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut
akan dibetulkan sesnai kKetentuan yang berlaku;

KELIMA .  Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ini rmoulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGELOLAAIN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

T SR SN -

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak,
2. Auxsip.

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET
Contoh Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
SKPDLB ,
PEMERINTAHAN KABUPATENBULELENG | (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH o bt
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN LEBIHBAYAR )
PENDAPATAN DAERAH Masapajak ENEEuE
KABUPATEN BULELENG Tairan
JL Nysh Rai No. 3/ 0362) 3901977 Singar
Numna e
Alamat : ;
SE : I 0 3

Tanggal jatuh tempo :

L Berdasarkan Pasall 65 Undang-Undang No. 28 Tahtm 2009 telah dilakokan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksunoan
kewajiban :
Kode Pajak 3
Nama Pajak 5 l—L l I [ l I ]
oL Dari pemeriksaan atau kelerangan lain terssbint diatas, penghitungan jumlsh lebih bayar yang sehanmsnya tidak terutang dibayar
adalah sebagai berikut : .
1.

Dasar pengenaan Rp.
2. Pajak yang teratangRp.
3. Kredit Pajak :
a.  Seloran yang dilakukanRp. RS |
b. Lain-lain RP.
c.  Dikurangi kompensast kz!ab&ank&:hma (atb+c) Rp.
yang akandatang /mrtang Pajak. ¢
4. Jumiah kelebihan pembayaran pokok Pajak (3d-2) Rp.
5. Sanksi Admiuistratif:
a.  BungaRp.
b.  KenaikaoRp. i
c.  Jumlah sanksi administratif (a+b) N Rp
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak ﬁemt.:ng (d+5c) Rp
Dengan huruf L 7 " ]
B % : -»lahun...
it Kepala Badan Penge!olaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buleleng
Nip.
G-unlmql‘-'-—*
No. SKPDLB
.. TANDA TERIMA
Nama
Alumat
' Yang menerima
4 [ )

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



b. Contoh formulir pendaftaran Wajib Pajak Badan.

1 T T T 0 , ~ 0 ;

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PA.[AK DAERAH _
_ (BADANTUSAHA)

Reiavai oL
1BupauBubbng( ; o

BADAN PENGEDOLAAN KEUANGAN DAN PEN])APATAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG

e e ~wne e

wwm Rai No. 2 SW Telp. (0362 3437105 "L

'Cq Kepalzx ‘Badan PengebluanKemugnn dan
Pmdapatan DncmhKabq)atcn Bubleng

NmBudanUsalm* : ST

;Alamat Badan Usaha *

1.

2 E i

3. TeleponBadanUsaha* | | . :
4, 'Ketmng,.m Pemilik Badan Usaha * S

.. iKecamatan

‘No. Telp. AR o P i i il
Ahmtpemmcmdanum Tk L AETE ’ Lo
RORW 1 L. i &y | P i ; P

T 1 Kelwahan | |t -3 i ! P

iKabwpaten ;& ¢ i o

': ‘KodePo; R > e
5. NmmanrmBadanUmhn* : i )

6 UeasUsama* il b
_....| (apabila jenis usaha kbih dm e
satu, harap diisi semuanya ) .

{ 1 i RIRW 1k ' : L b
| Kemahan (i ¢ & i Lol i b
| Wolepes .y kU oiio d |
No.Jjn* | MERNE " N N
iMNo. Telp. Usaba * EEREE AN
‘Naina Pengelola * CF b ¥ E 3 ( ‘ ‘ |
{Alamat Pengebla * BEERE KN P i
iNo. Telp. Pengebla * N e b : I ‘

BUPATI BULELENG,

ttd
PUTU AGUS SURADNYANA



